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Community Action Plan sebagai program prioritas pemerintah dalam penataan kawasan permukiman
menggunakan metode kolaborasi dengan masyarakat untuk membuat rencana pembangunan. Hal ini
merupakan upaya terbarukan dari kegiatan tata kota yang implementasinya diwujudkan melalui Kepgub 878
Tahun 2018 dan Pergub 90 Tahun 2018. Namun sebelum menjadi program yang bermanfaat, awal
terbentuknya program CAP berasal dari kontrak politik yang disepakati oleh anggota JRMK dengan Anies
Baswedan sebelum Pilkada 2017. Atas proses tersebut, muncul banyak spekulasi bahwa program CAP
adalah programnya anggota JRMK karena pada saat program ini diresmikan, hanya Kepgub 878 Tahun
2018 yang baru disahkan. Sedangkan isi dari Keputusan Gubernur tersebut mengatur tentang penerapan
CAP di 21 kampung prioritas dengan rincian; 16 kampung anggota JRMK dan 5 diantaranya kampung Abdi
Rakyat. Tiga bulan setelahnya, Pemprov Jakarta baru mengeluarkan Pergub 90 Tahun 2018 sebagai tindak
lanjut dari penataan kawasan permukiman kumuh di seluruh titik wilayah DK Jakarta. Namun, belum
banyak masyarakat yang menyadari proses ini terutama makna substansi dari Pergub 90 Tahun 2018. Oleh
karenaitu tulisan ini dibuat untuk menambah pengetahuan baru terkait program CAP melalui beberapa
temuan penelitian. Penelitian ini mengungkap adanya transformasi sumber daya dari yang bersifat
klientelistik menuju programatik dengan menggunakan teori politik distributif Susan C. Stokes. Selain itu
ditemukan juga peran organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam mendorong upaya transformasi
ini, meskipun posisi mereka hanya sebagai kelompok pendamping warga kampung.

...... Community Action Plan as the governor priority program in structuring residential areas, uses the
method of collaboration with the community to make development plans. Thisis arenewable effort from
urban planning activities whose implementation is realized through Governor Decree Number 878 of 2018
and Governor Regulation Number 90 of 2018. However, before becoming a useful program, the initial
formation of the CAP program came from a political contract agreed by JRMK members with Anies
Baswedan before the 2017 DK Jakarta Election. Due to this process, there has been much speculation that
the CAP program is a program for JRMK members because when this program was inaugurated, only the
Governor Decree Number 878 of 2018 had just been passed. While the contents of the Governor Decree
regulates only the application of CAPin 21 priority villagesin details; 16 JRMK member villages and 5 of
them Abdi Rakyat villages. Three months later, the Jakarta Provincial Government has just issued Governor
Regulation Number 90 of 2018 as a follow-up to the arrangement of slum areasin all points of the DKI
Jakarta area. However, not many people are aware of this process, especially the meaning of the substance
of the Governor Regulation Number 90 of 2018. Therefore, this paper is made to add new knowledge related
to the CAP program through several research findings. This research reveals the existence of aresource
transformation from clientelistic to programmatic by using Susan C. Stokes distributive politics theory. In
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addition, it was aso found that the role of community organizations was very influentia in encouraging this
transformation effort, even though their position was only as a companion group for village residents.



